
a)Diisi untuk Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL), Izin Usaha Jasa
Konstruksi (IUJK) dan Izin Usaha di bidang industri hanya untuk
minuman beralkohol.

9.Nama Penanggung Jawab Teknik b)  :
b)Diisi untuk Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)

10.Kemampuan Keuangan c): 
c)Diisi untuk Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)

I. KETERANGAN PEMOHON
1.Nama Perusahaan:

2.Nomor & Tanggal Izin Prinsip PM  :

3.Bidang Usaha:

4.Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)   :

5.a. Akte Pendirian dan Perubahannya

(Nama Notaris, Nomor dan Tanggal)

b. Pengesahan Menteri Hukum & HAM

(Nomor dan Tanggal)

6.Alamat Kantor Pusat

-Nomor Telepon

-Faksimile

-E-mail

7.Alamat Lokasi Proyek/Pabrik

-Nomor Telepon

-Faksimile

-E-mail

8.Penanggungjawab Perusahaan a)

Nama

Alamat Tempat Tinggal

Nomor Telepon/Faksimile

Nomor KTP/IMTA

FORMULIR
IZIN USAHA/IZIN PERLUASAN (KHUSUS BIDANG INDUSTRI)/IZIN USAHA
PERLUASAN/IZIN USAHA PENGGABUNGAN PERUSAHAAN/IZIN USAHA

PENJUALAN LANGSUNG/IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI/TANDA DAFTAR USAHA
(KHUSUS DI BIDANG KEPARIWISATAAN)*

LAMPIRAN II
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2015
TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL



6. Sumber Pembiayaan

a.Modal Sendiri

b.Laba yang Ditanam Kembali

c.Modal Pinjaman

Jumlah

sewa

m2/ha
milik sendiri
menggunakan proyek terdahulu

?
D
n

e) Diisi hanya untuk Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL)

2.Nilai Ekspor per tahun: US$

3.Saat Mulai Berproduksi/Operasi    :

Bulan:

Tahun:

4.Investasi Proyek (Menggunakan Mata Uang sesuai IP)

a.Modal Tetap

-Pembelian & Pematangan Tanah

-Bangunan / Gedung

-Mesin & Peralatan

-Lain - Lain

Sub Jumlah

b.Modal Kerja (untuk 1 turn over)

c.Jumlah (a+b)

5.Penggunaan Tanah*): ...

*) pilih salah satu

d) Diisi kanya untuk Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) disesuaikan
dengan Sertifikasi Badan Usaha (SBU)

Jenis barang dagangame)
Jenis BarangNomor Pendaft. BPOM/Kemenkes/Keterangan

Instansi Teknis

Nilai (juta
Rp.)

Tahun

Kemampuan

Subbidang/ bagian
subbidang

Nomor
Kode

Klasifikasi

KualifikasiNo

Klasifikasi/Kualifikasi Bidang Usaha d):

II. REALISASI PROYEK
menyatakan  dengan  sesungguhnya  bahwa  proyek  kami  telah  siap

produksi/operasi komersial dengan data sebagai berikut:
1. Kapasitas Produksi dan Pemasaran Per Tahun :

Jenis Barang/ Jasa   Satuan  Kapasitas   Ekspor (%)  Keterangan



f) bagi perusahaan yang berlokasi di Kawasan Industri

Nama terang, tanda tangan
Jabatan dan cap perusahaan

Nama terang, tanda tangan
Jabatan dan cap Kawasan Industri

Meterai Rp.6.000,-

Yang membuat pernyataan,
Direktur Utama,

.20.

Mengetahui/Menyetujui, f)
Direktur/Pimpinan Kawasan Industri

III.PERNYATAAN
Bahwa saya, nama :  dalam kapasitas saya sebagai Pimpinan

Perusahaan PTdengan ini menyatakan :
1.Apabila dalam pelaksanaan penanaman modal ini di kemudian hari menimbulkan

dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan hidup, Perusahaan bersedia

memikul segala akibat yang ditimbulkan termasuk penggantian kerugian kepada

masyarakat.
2.Saya menyatakan bahwa permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani

oleh yang berhak di atas meterai yang cukup, dan saya menyatakan bahwa saya

menjamin dan bertanggung jawab secara hukum atas :

a.Keaslian seluruh dokumen yang disampaikan,

b.Kesesuaian seluruh rekaman/fotokopi data yang disampaikan dengan

dokumen aslinya, dan

C. Keaslian seluruh tandatangan yang tercantum dalam permohonan.

Indonesia: Asing (L/P)

7.Modal Perseroan :

a.Modal Dasar

b.Modal Ditempatkan

c.Modal Disetor

8.Tenaga Kerja

(L/P)
a.Pimpinan Perusahaan

-PT   : Komisaris

Direksi
-Koperasi: Pimpinan

b.Tenaga Profesional

-Manager

-Tenaga Ahli

c.Tenaga Kerja Langsung

Jumlah



Penandatanganan permohonan yang didalamnya tercantum PERNYATAAN
harus dilakukan oleh direksi/pimpinan perusahaan. Untuk kondisi yang
sangat khusus dan terbatas, penandatanganan dapat dilakukan oleh
karyawan perusahaan - satu level dibawah jabatan direksi/pimpinan
perusahaan, dilengkapi dengan:
a.Surat  dari direksi/pimpinan perusahaan yang menyatakan penjelasan
tentang kondisi yang tidak memungkinan bagi direksi/pimpinan perusahaan
untuk  menandatangani  permohonan  dan  bahwa  direksi/pimpinan
perusahaan mengetahui serta menyetujui permohonan yang disampaikan;
b.Surat Perintah Tugas dari direksi/pimpinan perusahaan;
c.Rekaman identitas diri direksi/pimpinan perusahaan dengan menunjukkan
aslinya;
d.Bagi penerima kuasa dibuktikan dengan rekaman identitas diri dan surat
pengangkatan terakhir sebagai karyawan dengan menunjukkan aslinya.

PERSYARATAN IZIN USAHA/IZIN USAHA PERLUASAN

1.Rekaman perizinan berupa Izin Prinsip/Izin Investasi/Izin Usaha/Izin Kementerian/
Lembaga/Dinas terkait yang telah dimiliki;

2.Rekaman Akta Pendirian perusahaan dilengkapi dengan pengesahan Anggaran
Dasar Perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan dari Menteri Hukum
dan HAM, dan perubahannya (apabila ada)

3.NPWP perusahaan;
4.Rekaman legalitas lokasi proyek dan/atau alamat perusahaan terdiri dari:

a.Rekaman bukti penguasaan tanah dan/atau bangunan untuk kantor dan/atau
gudang berupa:
1)Perjanjian pengingkatan jual-beli (PPJB) disertai dengan bukti pelunasan, atau
2)akta jual beli oleh PPAT atas nama Perusahaan, atau
3)sertifikat Hak Atas Tanah, dan
4)IMB;
atau

b.Bukti  perjanjian sewa menyewa tanah dan/atau gedung/bangunan, berupa
rekaman perjanjian sewa-menyewa tanah dan/atau bangunan atas  nama
perusahaan dengan jangka waktu sewa:
1)minimal 3 (tiga) tahun untuk bidang usaha industri,
2)minimal 1 (satu) tahun untuk bidang usaha jasa/perdagangan,

terhitung sejak tanggal permohonan diajukan;
Keterangan:

-dengan mencantumkan luasan lahan yang dipergunakan.
-bila kurang dari jangka waktu tersebut, dilampirkan surat keterangan dari
direksi untuk memperpanjang atau pindah ke lokasi lain.

c.Bukti afiliasi dan perjanjian pinjam pakai, bila:
1)tempat kedudukan kantor pusat perusahaan berada dalam 1 (satu) bangunan

secara utuh dan terpadu dengan beberapa perusahaan lainnya yang memiliki
afiliasi, atau

2)tempat kedudukan kantor pusat perusahaan berada di lahan atau bangunan
yang dikuasai oleh perusahaan lain yang memiliki afiliasi,

3)afiliasi sebagaimana dimaksud di atas, apabila 1 (satu) grup perusahaan, yang
dibuktikan dengan kepemilikan saham dalam Akta perusahaan.

5.Izin lokasi/surat dari instansi terkait mengenai tata ruang kota dan peruntukan
lokasi industri bila perusahaan berada di luar Kawasan Industri.

6.Kelengkapan perizinan daerah sesuai lokasi proyek:
a.rekaman izin Gangguan (UUG/HO) dan/atau SITU bagi perusahaan yang

berlokasi di luar kawasan industri sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah
setempat;

b.bagi perusahaan yang berlokasi di Kawasan Industri atau gedung perkantoran,
tidak diwajibkan melampirkan rekaman izin Gangguan (UUG/HO) dan/atau SITU;



7.Rekaman dokumen lengkap dan persetujuan/pengesahan Analisis  Mengenai
Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya
Pemantauan Lingkungan (UPL) atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan
dan Pemantauan Lingkungan

8.Hidup (SPPL);
9.Rekaman Izin Lingkungan untuk perusahaan yang telah memiliki AMDAL atau UKL-

UPL;
10.LKPM periode terakhir dan tanda terima penyampaian dari PTSP Pusat  Di

BKPM/BPMPTSP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
11.Rekomendasi dari Kementerian/Lembaga pembina apabila dipersyaratkan sesuai

ketentuan bidang usaha, misalnya :
-rekomendasi dari Kementerian Perdagangan c.q. Direktorat Bina Usaha untuk

pengajuan SIUPL;
-rekomendasi dari Kementerian Perindustrian: Industri dengan KBLI 2410 dan

2420/ Industri cakram optic / Industri minuman beralkohol;
-rekomendasi teknis Izin Usaha dari Direktur Jenderal Perkebunan, Kementerian

Pertanian untuk perkebunan buah kelapa sawit dan industri minyak kelapa sawit;
-dan lainnya

12.Surat kuasa asli bermeterai cukup dan stempel perusahaan, bila pengurusan tidak
dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan dengan dilengkapi
dokumen penerima kuasa;

13.Formulir permohonan sesuai dengan Lampiran II untuk pengajuan permohonan
secara manual;

14.Untuk pengurusan SIUPL Sementara ditambahkan:
a.rekaman surat izin atau surat pendaftaran lainnya dari Kementerian/Lembaga

untuk jenis produk yang diperdagangkan sesuai dengan Peraturan Perundang-
undangan dengan minimal 2 (dua) jenis produk;

b.rekaman kontrak kerjasama atau surat  penunjukan (apabila perusahaan
mendapat barang/jasa dari perusahaan lain/produsen/supplier);

c.rekaman identitas Direktur Utama atau penanggungjawab perusahaan dan
Pasfoto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar;

d.rancangan program kompensasi  mitra usaha, kode  etik, dan peraturan
perusahaan;

15.Untuk permohonan SIUPL Tetap ditambah persyaratan:

a.melampirkan asli dari SIUPL Sementara;
b.rekaman neraca perusahaan tahun terakhir;

16.Untuk Permohonan IUJK ditambah persyaratan:
a.Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang masih berlaku;
b.Rekaman identitas Direktur Utama atau penanggungjawab perusahaan dan

Pasfoto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar;
17.Untuk permohonan Izin Usaha Tetap Jasa Penunjang Pertambangan (Minerba, atau

Panas Bumi, atau Migas) ditambahkan persyaratan:
a.Izin Usaha Jasa Penunjang Pertambangan (IUJP) atau;
b.Surat Keterangan Terdaftar (SKT).

18.Khusus untuk bidang usaha perdagangan dan jasa, dilampirkan dengan:
a.rincian investasi yang mencantumkan alokasi investasi terbesar;
b.bukti  setor  modal ditempatkan dan disetor  atau neraca keuangan yang

mencantumkan equity perusahaan;
19.Khusus untuk bidang usaha perdagangan besar (distributor utama) ditambahkan

persyaratan:
a.Surat Penunjukan Distributor dan;
b.Bukti penguasaan gudang.

20.Hasil pemeriksaan lapangan bila diperlukan;
21.Presentasi bila diperlukan.


